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Buku ini hendak menceritakan sebuah kajian hukum yang 
holistik, komprehensif, dan multidisipliner. Bila diibaratkan sebagai 
sebuah bangunan tubuh manusia, maka hukum formal yang 
berupa peraturan perundang-undangan hanyalah merupakan 
tulang-tulang yang menjadi kerangka (Sketch, skeleton) saja bagi 
bangunan hukum itu sedangkan "masyarakat" bolehlah diibaratkan 
dagingnya. Jadi ada kerangka dan ada dagingnya. Para ahli hukum 
biasanya lebih senang menekuni kerangka bangunan itu daripada 


mengkaji pula daging-dagingnya maupun urat-uratnya yang 
menempel pada kerangka itu. Sebaliknya para ahli sosiologi akan 
merasa lebih betah menggumuli daging-daging suatu bangunan 
hukum, yaitu proses-proses yang menyangkut peri kelakuan manusia 
yang menjalankan hukum itu.Bangunan hukum dapat kita uraikan 
unsur-unsurnya menjadi beberapa bagian, yaitu: sistem peraturannya 
itu sendiri, segi ideologisnya, segi manusianya: segi struktur 
kemasyarakatannya (struktur sosial): dan segi fasilitas-fasilitas 
fisiknya. 


Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perkembangan baru 
dalam studi hukum di abad ke-20 memberi isyarat bahwa ada yang 
kurang benar dalam cara-cara orang mempelajari hukum selama ini, 
yaitu dengan membatasi diri dalam ranah hukum perundang- 
undangan. Perkembangan dalam studi hukum akan berlanjut terus 
dan tidak hanya berhenti sampai "sociological movement in law". 
Studi sosiologis terhadap hukum yang menumbangkan analytical 
positivism hanya eksemplar saja atau hanya merupakan simbol saja 
dari dorongan untuk melakukan "studi terhadap hukum secara 
benar". Di belakang studi sosiologis terhadap hukum masih berderet 
yang lain seperti antropologi, psikologi dan ekonomi. Buku ini 
membuka mata hati kita untuk melihat sisi lain dari sebuah imperium 
hukum. Selamat bertamasya di dunia pemikiran hukum dalam 
bingkai sosial!. 
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PENGANTAR PENULIS 


uku yang ada di hadapan Pembaca yang berjudul “DESAIN 

HUKUM DI RUANG SOSIAL” ini diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan untuk memahami kesatuan antara hukum 
dengan masyarakatnya. Perkembangan hukum tidak dapat 
dipisahkan dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakatnya. 
Hukum suatu bangsa memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
hukum bangsa lainnya. Kesadaran ini mendorong kita untuk lebih 
memahamai perkembangan hukum dalam konteks dinamika 
masyarakatnya. 

Melalui penelitian yang panjang, William J. Chambliss dan 
Robert B. Seidman menemukan sebuah dalil “The law of non- 
transferability of law”, yang berarti bahwa hukum suatu bangsa 
tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain. Indonesia 
dapat dikategorikan sebagai laboratorium hukum yang baik karena 
adanya kesenjangan yang cukup jauh antara “das sollen” dengan 
"das sein -nya. Kesenjangan itu muncul salah satu penyebabnya 
adalah karena hukum Indonesia sebagian besar diimpor dari luar 
negeri (imposed from outside). Hukum yang ada akhirnya bersifat 
“a histori” yang mengalami “alienasi” dengan masyarakatnya 
sendiri. 

Kehausan terhadap pemahaman hukum yang holistik 
seringkali berhadapan dengan kemauan sekelompok orang 
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yang ingin memahami hukum dalam perspektif dogmatis saja, 
padahal hukum tidak akan dapat dipahami dengan baik tanpa 
memahami masyarakatnya, karena hukum dibuat adalah untuk 
menyejahterakan masyarakat itu. Semoga buku ini bermanfaat 
untuk membuka mata hati dan kesadaran kita bahwa hukum 
sejatinya amat memiliki kesatuan dengan masyarakatnya. 

Penyusun mengakui bahwa tulisan dalam buku ini bukanlah 
karya murni, melainkan merupakan kristalisasi pemikiran para 
penulis terdahulu yang kemudian dikombinasikan dengan 
pemikiran Penyusun. Penyusun menerima kritik dan saran demi 
perbaikan karya sederhana ini. | 

Ungkapan Ubi Societas Ibi Ius (di mana ada masyarakat, disitu 
ada hukum) yang diungkapkan oleh Cicero mengajarkan banyak 
hal memahami desain hukum dalam masyarakat. Hukum tak bisa 
dijalankan dengan kaku, kolot, dan tiran. Logika legal positivisme 
setidaknya hanya bisa dipakai dalam sebuah utopia, namun ia 
tidak memiliki basis praksis yang cukup efektif menerjemahkan 
keinginan masyarakat. Karena dalam faktanya kehidupan 
masyarakat begitu dinamis dan bergejolak, penuh dengan tuntutan 
terhadap perubahan-perubahan. Hukum tak bisa terasing dengan 
kenyataan-kenyataan yang mendorongia untuk bersikap responsif, 
progresif, dan egaliter dalam menghadapi realitas sosial. Buku ini 
membicarakan pengalaman-pengalaman tentang konsep hukum 
dalam bingkai kehidupan sosial masyarakatnya, mulai dari hal 
yang paling filosofis, hingga ke aspek paling praksis. 

Pada bagian buku yang membicarakan hukum dan struktur 
sosialnya, dijelaskan bahwa hukum memiliki basis sosial berupa 
struktur sosial. Disinilah, stratifikasi yang hidup dalam masyarakat 
menjadi desain hukum yang efektif dalam menjalankan fungsi 
hukum sebagai instrumen jagad ketertiban. Bahkan dalam 
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bagian ini, diyakinkan bahwa aspek ontologi dari hukum adalah 
kehidupan sosial itu sendiri. Tiada hukum tanpa masyarakat, 
karena hukum hidup ditengah-tengah pusaran kepentingan- 
kepentingan masyarakat. Dari sinilah mempelajari institusi 
hukum tak cukup menggunakan optik pandangan hukum murni, 

peran sosiologi penting dalam rangka menemukan makna sosial 
hukum (the social meaning of law). 

Makna sosial hukum nampaknya juga semakin kuat 
dibicarakan pada bagian berikutnya, seperti yang diungkap oleh 
Roger Cotterrell yang percaya tanpa ilmu sosial, hukum tiada 
pernah menjadi ilmu. Apalagi dalam level praksis, ilmu hukum 
tidak hanya dituntut untuk memproduksi keadilan formal (formal 
justice), melainkan tuntutnan desain sosialnya dalam tuntutan 
terhadap produksi keadilan subtantif (substantial justice) dan 
keadilan masyarakat (social justice). Dengan demikian, desain 
sosial ilmu hukum pada tataran empiris menempatkan misalnya 
peradilan sebagai mekanisme pengintegrasi (law as an integrative 
mechanism) kehidupan sosial masyarakatnya, meredam konflik, 
sengketa, dan penyakit sosial di akar rumput. 

Desain hukum di ruang sosial pun tampak, saat kita 
membicarakan masalah negara hukum yang menjadi salah satu 
dari bagian buku ini. Sesuai dengan pandangan Tamanaha, konsep 
negara hukum juga lambat laun menyesuaikan kondisi akar kultur 
kebudayaan masyarakat setempat. Semula negara hukum dalam 
pengertian kaku, hukum hanya dipandang sebagai instrumen bagi 
aksi pemerintah berangsur-angsur menuju pemberlakuan hukum 
yang bertujuan menyejahterakan rakyatnya (social welfare). Dari 
titik inilah hukum dipahami sebagai sarana rekayasa sosial —yakni 
ikut serta dalam arus perubahan-perubahan yang bersemayam di 
masyarakat, memompa kesadaran hukum, memancing partisipasi 
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sosial, dst—, selaras dengan pelibatan kelembagaan hukum dari 
kebiasaan masyarakat—limabgo, adat, pranata, tatanan, patik, 
uhum, ugari, punen, arat, puarat, dst. Semata-mata bertujuan 
untuk mencapai tujuan sosial —mencerdaskan kehidupan bangsa, 
melindungi tumpah darah, dst—di mana harmonisasi hukum 
dilakukan. 

Hukum tak bisa dilepaskan dari tamansari sosial. Begitulah 
hal yang dibahas dalam bagian tentang evolusi masyarakat 
dan hukum kontrak. Tipe kontrak sebagai institusi hukum 
mengikuti ruang sosial masyarakatnya, seperti yang diungkapkan 
Durkheim, masyarakat tradisional yang cenderung berlaku 
barter dan terdeterminasi dengan struktur kekuasaan (acient law), 
hari ini masyarakat sudah mengarus utamakan konsensus yang 
emansipatif (kontrak konsesnsual). 

Masyarakat tumbuh dan berkembang, begitu pula 
dengan institusi hukumnya. Maka desain hukum selalu 
berkorespondensi dengan konteks sosialnya. Saat masa transisi 
tidak bisa dikesampingkan, misalnya tumbuh kembangnya 
gerakan masyarakat sipil (civil society), sebagai sebuah tahapan 
yang diramalkan oleh Gianfranco Poggi. Poggi percaya bahwa 
perkembangan masyarakat berjalan dari (1) Feodalisme, (2) 
Standestaat, (3) Absolutisme, (4) Masyarakat Sipil (Civil Society), 
dan (5) Negara Konstitusional. Maka hukum didesain berdasarkan 
tuntutan hak-hak kebebasan berserikat dan berasosiasi sejalan 
dengan kebutuhan menuju ke negara konstitusional. 

Hukum tak bisa dilepaskan dari konteks sejarahnya dan 
filosofinya. Maka desain hukum bangsa Timur seperti Indonesia, 
maka hukumnya pun hendaknya memilki citarasa yang sama 
dengan kosmologi masyarakatnya. Legal pluralisme yang 
bermukim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perspektif 
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ketimuran masyarakatnya yang religius, penuh keyakinan adat, 
mistik, dan kekeluargaan. Hukum Indonesia setidaknya bukan 
seperti hukum barat yang individualistis dan liberalistis. 

Dalam penegakan hukum, hukum ketimuran, seperti yang 
dibahas dalam bagian pola penalaran hakim dalam memutuskan 
perkara menurut perspektif sociological jurisprudence 
mengkonstatasikan bahwa cara berpikir yang legisme akan 

merugikan dan meruntuhkan kewibawaan hakim itu sendiri. 
Dalam bingkai sosial, hakim setidaknya berpikir realistik dan 
inklusif dalam memandang fakta-fakta pada persidangan, paling 
tidak sebagai insan ketimuran, mereka hendaknya membuka 
ruang penghargaan pada hukum yang hidup (living law). | 

Selain berpikir pada khasanah yang teoritis filosofis, buku ini 
mempersembahkan kajian empirik pada diskursus desain hukum 
dalam ruang sosial. Yakni hak kebebasan berpendapat sebagai 
hak yang cukup fundamental. Dalam bingkai sosial, doktrin hak 
kebebasan berpendapat tersebut sejalan dengan Prinsip Ulpianus 
berbunyi: honeste vivere, alterum non laedere, suum guigue tribuere 
(hiduplah dengan kejujuran, dengan orang di sekitarmu janganlah 
engkau merugikan, dan berikanlah kepada orang lain apa yang 
menjadi haknya). Maka di tengah kehidupan demokrasi Indonesia 
hari ini, hukum dijadikan instrument untuk melindungi hak-hak 
asasi dan menyeimbangkannya dengan proteksi adat, tradisi, dan 
lingkungan antropologi masyarakat Indonesia. 

Hukum bukanlah insitutusi yang kaku dan kolot, jika 
demikian adanya maka kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai 
ajang kematian hukum. Terbujur dingin membeku, mayat-mayat 
hukum berkelimpangan. Dengan demikian, desain hukum dalam 
ruang sosial berkata Apabila penerapan peraturan hukum tidak 
menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani maka secara prinsip 
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penegak hukum dapat melakukan non enforcement of law dengan 
perkataan lain peraturan tersebut dapat dilanggar. Dalam bagian 
ini, desain hukum pada ruang sosial memesan bahwa hukum 
setidaknya melindungi mereka yang miskin. 

Masyarakat miskin dalam bidang hukum bukanlah kemudian 
dilupakandanhendaknyamenjadikajianyangstrategisbagaiamana 
merekonstruksi politik hukum yang melindungi keberadaannya. 
Akses mereka terhadap sumber daya alam misalnya, terutama 
air yang dibahas pada bab “dimensi hukum dan keadilan sosial 
dalam pemanfaatan sumber daya air', mensyaratkan bahwa 
ditengah-tengah arus globalisasi, liberalisasi, dan privatisasi, 
ruang sosial kemasyarakatan hendakny selalu dijadikan landasan 
pengambilan kebijakan. Hukum setidaknya menyisakan ruang 
emansipasi yang mengejar keadilan sosial, bukan semata-mata 

“profit dan pertumbuhan ekonomi semata. 

Desain hukum dalam ruang sosial, menyematkan kita pada 
keberpihakan pada yang lemah. Buruh kontrak, yang tidak 
memiliki jaminan kesehatan dan tunjangan pendidikan bagi anak- 
anaknyasetidaknya harus diperhatikan dalam diskursus pemikiran 
hukum. Desain hukum dalam ruang sosial dalam penyelesaian 
sengketa hubungan industrial hendaknya diperuntukan membela 
mereka yang tertindas. Desain hukum di ruang sosial merupakan 
sebuah format kelembagaan pengetahuan tentang ilmu hukum 
yang sensitif terhadap realitas sosial. | 
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A. Pengantar 


ebelum membahas tentang perkaitan antara hukum dengan 
aa, sosial di mana hukum itu berlaku, terlebih dahulu 
perlu saya ingatkan bahwa dalam mempelajari Sosiologi Hukum, 
Hukum dan Masyarakat kita menempatkan hukum tidak sebagai 
seperangkat peraturan yang logis dan konsisten saja melainkan 
kita tempatkan hukum itu di dalam konteks. Konteks sosial. Optik 
yang kita pakai harus kita ubah, dari konsep hukum yang normatif 
ke konsep hukum dalam perspektif sosiologis, in context. 

Bila diibaratkan sebagai sebuah bangunan tubuh manusia, 
maka hukum formal yang berupa peraturan perundang- 
undangan hanyalah merupakan tulang-tulang yang menjadi 
kerangka (Sketch, skeleton) saja bagi bangunan hukum itu 
sedangkan “masyarakat” bolehlah diibaratkan dagingnya. Jadi 
ada kerangka dan ada dagingnya. Para ahli hukum biasanya lebih 
senang menekuni kerangka bangunan itu daripada mengkaji pula 
daging-dagingnya maupun urat-uratnya yang menempel pada 
kerangka itu. Sebaliknya para ahli sosiologi akan merasa lebih 
betah menggumuli daging-daging suatu bangunan hukum, yaitu 
proses-proses yang menyangkut peri kelakuan manusia yang 
menjalankan hukum itu. 
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Bangunan hukum dapat kita uraikan unsur-unsurnya 

menjadi beberapa bagian, yaitu: 

(1) sistem peraturannya itu sendiri 

(2) segi ideologisnya, 

(3) segi manusianya, | 

(4) segi struktur kemasyarakatannya (struktur sosial), 
(5) segi fasilitas-fasilitas fisiknya. 

Unsur-unsur inilah yang seharusnya dikaji agar kita 
mendapat gambaran yang lengkap tentang apa yang dimaksud 
dengan hukum itu. Hukum tidak hadir dalam sosok yang abstrak, 
melainkan sebagai sesuatu yang seharusnya mewujud dalam 
bentuk “kerangka, darah dan daging” lengkap dengan pakaian 
dan atributnya. 


B. Struktur Sosial Sebagai Basis Sosial dari Hukum 


Sebagai ilmu empirik sosiologi hukum mengamati bagaimana 
hukum dengan segala karakteristiknya diterapkan dan digunakan 
dalam dan dipakai oleh masyarakat. Pada saat hukum dijalankan 
terjadilah interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat yang 
menggunakannya. Sosiologi hukum berbicara mengenai makna 
sosial hukum (the social meaning of law). Makna sosial diberikan 
kepada hukum melalui kontak-kontak dengan lingkungan sosial 
di mana hukum itu diterapkan. Sosiologi hukum mengatakan 
bahwa peraturan hukum tidak dapat memaksakan agar isi 
peraturan dijalankan secara mutlak, melainkan dalam banyak hal 
dikalahkan oleh struktur sosial di mana hukum itu dijalankan. 


Penelitian tentang budaya hukum di Indonesia oleh Daniel S5. Lev 


sebagimana dikutip Satjipto Rahardjo menunjukkan bagaimana 


1 Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni, 
Bandung, hlm.11. | 
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pengertian hukum, prosedur hukum, di Jawa dikalahkan oleh 
pola harmoni, menjaga perasaan dan sebagainya.? Maka dalam 
hal ini struktur sosial menjadi faktor penentu pula dalam hukum 
dan masyarakat pun sebenarnya turut membentuk hukum 
dengan memberi makna sosial kepadanya. Hubungan struktur 
sosial dengan hukum dapat kita amati pula dengan pemikiran 
ke belakang bagaimana hukum itu dibentuk dan dijalankan juga 
bergantung kepada struktur sosial masyarakatnya. 

Struktur sosial di sini diartikan sebagai bentuk peng- 
organisasian suatu kehidupan sosial, yaitu bagaimana ia menentu- 
kan hubungan antara lembaga-lembaga di dalam masyarakat, 
bagaimana ia menyusun perlapisan sosialnya, menyusun kaidah- 
kaidahnya. Lebih khusus struktur sosial yang dimaksud adalah 
perangkat nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat serta 
sikap-sikap maupun pola hubungan di antara para anggota 
masyarakat.” | 

Setiap struktur sosial seharusnya memperkembangkan 
sitem hukumnya sendiri yang sesuai. Dalam hubungan ini, 
struktur sosial itu boleh disebut sebagai suatu sarana untuk 
dapat menjalankan sistem hukumnya tertentu. Hukum Adat kita 
misalnya, adalah suatu sistem pengaturan yang sesuai untuk suatu 
masyarakat pada tingkat pembagian kerja yang masih sederhana 
dan nilai-nilai yang beroperasi di dalam masyarakat itu adalah 
homogen. Dalam masyarakat adat kita dikenal bentuk-bentuk 


konsep tentang harmoni, sikap paternalistik, pandangan negatif 
terhadap konflik, penyelesaian sengketa secara perdamaian dan 


' ? Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan 
Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 110. 
3 Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, 
Bandung, 1980, hlm. 12. 
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lain-lain yang kesemuanya ini merupakan konfigurasi sosialnya. 
Kita dapat mengatakan bahwa struktur sosial masyarakat Hukum 
Adat adalah medan yang sesuai bagi beroperasinya Hukum Adat. 

Pembicaraan tentang struktur sosial terkait dengan hukum 
menjadi amat penting terutama pada saat kita hendak mem- 
bicarakan pengoperan hukum dari negara yang satu ke negara lain 
atau secara lebih sempit pada saat hendak diberlakukan “hukum” 
tertentu pada suatu masyarakat. Kita mungkin masih ingat 
terhadap adanya suatu dalil yang dikemukakan oleh William J 
Chambliss bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat ditransfer 
begitu saja kepada bangsa lain, “The law of non transferability of 
law”. Mengapa karena hukum itu memiliki struktur sosialnya 
sendiri yang berbeda. 

Konsep-konsep yang menguraikan mengenai hubungan 
antara hukum dengan struktur sosial di tempat hukum itu berlaku 
yang sudah menjadi konsep-konsep klasik dikemukakan oleh: 

(1) Emile Durkheim ( Solidaritas mekanik dan organik) 

(2) Max Weber (Rasionalisasi Hukum) 

(3) Gianfranco Poggi (Feodalisme — Negara konstitusional) 

EMILE DURKHEIM: dari solidaritas mekanik ke solidaritas 
organik. 

Emile Durkheim (1858-1917) dalam “The Division of Labor 
in Society” mempertanyakan dan menyusun suatu konsepsi 
mengenai hal-hal sebagai berikut: apakah yang membuat 
masyarakat itu terikat menjadi satu kesatuan, faktor-faktor apa 
yang menimbulkan suatu kelompok? Apakah suatu masyarakat 


itu, apakah masyarakat itu ada, bagaimana penyelesaiannya 
apabila dalam suatu kelompok terjadi bentrokan-bentrokan di 


#Ibid, hlm. 15. 
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antara anggota-anggotanya? Apabila masyarakat itu tidak ada, 
apa atau siapa yang menjalankan fungsi-fungsinya? Menurut 
Emile Durkheim, hukum merupakan indikator atau petunjuk 
atau indeks dari adanya suatu masyarakat. Masyarakat itu 
mengikat oleh karena para anggotanya menyukai sesama anggota 
masyarakat itu, berbicara dengan bahasa yang sama, berpikir dan 
bertingkah laku sama.” 

Menurut Emile Durkheim, masyarakat itu mengikat oleh 
karena adanya solidaritas di antara anggota-anggotanya. Untuk 
menjelaskan mengenai perkembangan masyarakat yang berbeda- 
beda, Durkheim menunjukkan adanya masyarakat dengan 
solidaritas mekanis dan masyarakat dengan solidaritas organis. 
Solidaritas mekanis mendasarkan terwujudnya masyarakat pada 
rasa keterikatan dan rasa persatuan di antara anggota-anggotanya. 
Perbedaan pendapat dan penyimpangan-penyimpangan tingkah 
laku merupakan hal yang bertentangan dengan solidaritas. Di lain 
pihak, pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas organis, 
terwujudnya masyarakat didasarkan pada kebebasan para 
anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan untuk 
berhubungan satu dengan yang lain, karena sifat sosial manusia 
maka kebebasan demikian ini tidak menyebabkan musnahnya 
masyarakat. 

Di tangan Durkheim, hukum memperoleh warna moralnya 
lagi, sekalipun moral yang dimaksud di sini bukan moral dalam 
artinya yang normatif melainkan dalam manifestasinya sebagai 
realitas sosial. Dalam konsep Durkheim, hukum sebagai moral 
sosial pada hakikatnya adalah suatu ekspresi solidaritas sosial 
yang berkembang di dalam suatu masyarakat. Hukum adalah 


5 Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, 1985, 
Bandung, him. 12-13. 
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cerminan solidaritas'. Tidak ada masyarakat di mana pun yang 
dapat tegak dan eksis secara berterusan tanpa adanya solidaritas 
ini, sekalipun bentuk solidaritas tersebut bisa bervariasi, berbeda- 
beda dari astu tahap perkembangan ke suatu tahap perkembangan 
berikutnya. 

Kedua bentuk masyarakat yang didasarkan pada kedua 
bentuk solidaritas tersebut berhubungan erat dengan hukum 
yang dipergunakan untuk mengaturnya. Pada masyarakat 
dengan solidaritas mekanis, hukum yang berlaku adalah 
hukum yang represif, yaitu hukum yang bekerja dengan cara 
memberikan sanksi pidana kepada anggota-anggota masyarakat 
yang melanggar hukum dengan tujuan-tujuan agar para 
anggota masyarakat mempunyai keseragaman dalam tindakan- 
tidakannya. Pada masyarakat dengan solidaritas organis, hukum 
yang berlaku adalah hukum yang bersifat restitutif, yaitu hukum 
yang bekerja dengan cara menyediakan sarana untuk memulihkan 
keadaan menjadi seperti semula, bilamana terjadi gangguan 
dalam hubungan di antara anggota-anggota masyarakat. Hukum 
yang bersifat restitutif sesuai bagi masyarakat dengan solidaritas 
organis, karena masyarakat demikian itu mendasarkan diri pada 
kebebasan para anggotanya. Untuk memperoleh gambaran yang 
menyeluruh mengenai teori Durkheim ini, Peters membuat bagan 
sebagai berikut:” | 


S Soetandyo Wignyo Soebroto, Hukum, Paradigme, Metode dan Dinamika 
Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta, hlm. 29. 
7Ronny Hanitijo Soemitro, loc.cit. 
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Law Model of 
realize Man 
through 


Law Sanction 


Heterono- 
mous/ 
Conformist 


Criminal | Repressive 
Law 


Contract | Restitu- Useof right | Autono- 
Law tive/ facili- mous Men/ 
tate competence 
Citizen 


Berdasarkan bagan tersebut dapat disimak hubungan erat 
antara hukum dan solidaritas sosial (mekanik) pada masyarakat 
primitif. Dapat dijelaskan bahwa mata rantai solidaritas sosial 
yang dapat disamakan dengan hukum represif ialah mata 
rantai yang jika diputus, maka pemutusan itu merupakan 
kejahatan. Dengan istilah “kejahatan” ini dimaksudkan setiap 
tindakan, betapapun derajat tindakan itu, yang menimbulkan 
bagi pelakunya suatu reaksi yang khas yang disebut hukuman. 
Hukum yang represif menjadi ciri khas pada masyarakat dengan 
tipe solidaritas mekanik. Berbeda dengan masyarakat modern 
dengan tipe solidaritas yang organis, yang dikedepankan 
bukanlah sifat represifnya hukum melainkan sifat restitutif dari 
hukum. Apabila yang hendak dikedepankan adalah sifat restitutif 
hukum maka yang paling penting adalah upaya pemulihan hak 
yang telah dilanggar berdasarkan konsensus-konsensus tertentu. 
Oleh karena itu hukum kontrak (contract law) menjadi kebutuhan 
masyarakat modern ini. Namun demikian seiring dengan 
perkembangan masyarakat, hukum kontrak pun juga mengalami 
perkembangan (evolusi) dari yang bersifat primitive, sederhana, 
real menuju pada hukum kontrak dengan nilai-nilai sosial tertentu 
dan keseimbangan antara para pihak (eguity). 
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MAX WEBER (1864-1920): Rasionalisasi Hukum 
Pertanyaan utama Weber: 
(1) Bagaimanakah hukum baru dapat terbentuk? 
(2) Macam-macam pengaruh apa sajakah yang ada terhadap 
hukum yang baru terbentuk? 
Max Weber berpendapat bahwa aturan-aturan hukum baru 
dapat terbentuk dengan du cara, yaitu aturan-aturan itu dapat 
. muncul secara bertahap atau aturan-aturan itu diciptakan secara 
sengaja. Dalam hal pertama, orang mulai membuat membuat cara 
pemakaian baru dari atruranaturan yang ada yang menghasilkan 
pergeseran bertahap: dalam “arti aturan-aturan tersebut, 
pengertian-pengertian baru kemudian mungkin juga diberikan 
sanksi resmi oleh pejabat-pejabat hukum. Dalam hal yang kedua, 
ada pembentukan hukum baru melalui pemaksaan dari atas. 
Pengungkapan hukum seperti ini oleh Weber dikatakan sebagai 
unsure revolusioner primer yang dapat menggerogoti stabilitas 
tradisi dan merupakan bapak dari semua bentuk pembuatan 
undang-undang. 

Menurut Max Weber, dalam bertingkah laku, orang-orang 
selalu terikat pada kebiasaan. Pengulangan selalu menimbulkan 
rasa comfort dan akhirnya timbul kepastian (certainty). Max Weber 
membedakan antara hukum formal dengan hukum substansial. 
Pembedaan ini merupakan proses rasionalisasi hukum. Hukum 
formal adalah keseluruhan sistem dan teori dan doktrin hukum 
yang aturan-aturannya didasarkan hanya pada logika yuridis saja 
tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum. Hukum 
substantif memperhatikan faktor-faktor non yuridis seperti nilai- 


8 A.AG. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan 
Sosial, Buku Teks Sosiologi Pan Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 
1988, him. 364-365. 
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nilai politik, etika, ekonomi dan agama.” : 
Rasionalitashukumjuga dapat bersifat formal dan substansial. 

Rasionalitas yang formal mensyaratkan diikutinya prosedur- 

prosedur formal, mempertahankan doktrin-doktrin hukum secara 

tetap dan pembuktian rasional. Rasionalitas substansial dilakukan 
dengan mendasarkan keputusan-keputusan yang diambil 
atas dasar azas-azas umum diluar hukum. Situasi kritis dapat 
terjadi karena penyelenggaran hukum secara formal akan dapat 
membahayakan ide-ide keadilan yang substantive. 

Max Weber membagi perkembangan hukum secara teoritis 
menjadi 4 tahap, yaitu:! 

(1) Tahap 1: Timbulnya hukum secara kharismatis melalui “Jaw 
prophets” melalui pewahyuan. Khadi Justice. 

(2) Tahap 2: Timbulnya hukum melalui penemuan hukum secara 
empiris oleh “legal honoratiores” melalaui sistem preseden. 

(3) Tahap 3: berupa pernyataan berlakunya hukum yang 
dilakukan oleh kekuasaan sekuler maupun oleh kekuasaan 
keagamaan (teokrasi) | | 

(4) Tahap 4: Penggarapan hukum secara sistematis disertai 
penyelenggaraan hukum secara professional oleh orang yang 
telah memperoleh pendidikan hukum secara ilmiah dalam 
bentuk logis dan formal. 

Perkembangan tersebut dapat dikaitkan dengan tiga tipe 
dasar dari kekuasaan yang sah (sebagai bentuk pengorganisasian 
masyarakat), yaitu masing-masing atas dasar:" 


” Ronny Hanitijo Soemitro, Study Hukum dan Masyarakat, Alumni, 
Bandung, 1985, hlm. 13. 

"'Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, 
Sinar Baru Bandung, tanpa tahun, hlm. 38-39. 


" Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 
225. 
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1. Karismatis, yang bertumpu pada kesetiaan thd keistimewaan 
yang menonjol dari seseorang dan tatanan yang dikeluar- 
kannya. | 

2. Tradisional, didasarkan pada kepercayaaan yang telah 
mapan dan melembaga mengenai tradisi turun-temurun, 
termasuk kepercayaan kepada legitimasi dari mereka yang 
menjalankan atas dasar tradisi itu. 

3. Rasional, yang bertumpu pada kepercayan terhadap 
kesahihan pola-pola dari kaidah-kaidah normatif dan terhadap 
hak dari mereka yang memiliki otoritas, yang muncul dari 
kaidah-kaidah tersebut,untuk mengeluarkan perintah. 

Bila disajikan dalam bentuk bagan, maka hubungan antara 
tipe pengorganisasian masyarakat dengan tipe penyelenggaraan 
hukumnya adalah sebagi beikut: 


Pengorganisasian 
masyarakat: 

Tiga Tipe Dasar Kekuasaan 
yang Sah (Struktur Sosial) 


Perkembangan Penyelenggaraan 
Hukum (Tipe Hukum-nya) 


| 1. Kekuasaan Kharismatis 1. Pengadaan hukum melalui 
pewahyuan oleh “Iaw prophets) 


2. Kekuasaan Tradisional 2. Pengadaan hukum secara empiris 
oleh “law honoratiores” 


3. Kekuasan Rasional 3. Pengadan hukum melalui 
| . pembebanan dari atas, kekuatan 

— sekuler atau teokrasi. 
4. Pengadaan - hukum melalui 
penggarapan hukum secara 
sistematik, dijalankan secara 
professional. 
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GIANFRANCO POGGI: Feodalism-Hukum Modern 

Hukum modern tidak jatuh dari langit. Hukum modern 
tumbuh dan berkembang melalui perjalanan sejarah yang amat 
panjang hingga terbentuk hukum modern seperti yang sekarang 
digunakan oleh negara-negara modern. Pertumbuhan hukum 
modern tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan sistem produksi 
di bidang ekonomi dan pertumbuhan serta perubahan di bidang 
sosial budaya. Ada hubungan timbal balik antara hukum dengan 
perkembangan masyarakatnya. Kita dapat mengatakan bahwa 
perkembangan hukum modern itu sarat dengan transformasi 
nilai-nilai, sosial dan budaya. 

Gianfranco Poggi, dalam bukunya “The Development of The 
Modern State, A Sociological Introduction”, sebagaimana dikutip 
oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perkembangan hukum 
modern tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan atau 
pertumbuhan masyarakat dan negara modern. Perkembangan 
yang terdahulu merupakan prasyarat bagi munculnya per- 
kembangan masyarakat serta hukum yang kemudian. Poggi 
membagi perkembangan struktur sosial masyarakat menjadi lima 
tahap, yaitu: 

(1) Feodalisme, 

(2) Standestant, 

(3) Absolutisme, 

(4) Masyarakat Sipil (Civil Society), dan 
(5) Negara Konstitusional?. 

Di Eropa hukum tumbuh berseiring dengan pertumbuhan 
masyarakatnya. Kita dapat mengatakan bahwa perkembangan 
hukum di Eropa bersifat teratur, tahap demi tahap dilalui dengan 


"Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1991, hlm. 
215. | 
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mulus, evolutif sehingga dapat dikatakan sebagai perkembangan 
yang bersifat “history” bukan “a history”. Di bagian awal sudah 
dikemukakan bahwa tipe hukum sangat terkait dengan tipe 
masyarakatnya. Tidak mungkin digunakan tipe hukum modern 
pada saat tipe masyarakatnya adalah feodalisme atau sebaliknya. 
Apabila. disimak perkembangan masyarakat, tampak bahwa 
kemungulan tipe masyarakat sipil atau civil society, merupakan 
satu langkah prasyarat munculnya Negara modern konstitusional 
dengan penggunaan hukum modern. Dapat pula dikatakan bahwa 
munculnya masyarakat sipil (civil society) menjadi prasyarat untuk 
. Munculnya hukum modern. 

Hubungan antara struktur sosial dan hukum yang berlaku 
sebagaimana diuraikan oleh Poggi, dapat digambarkan dalam 
diagram sbb: 


| HUKUM MODERN 3 
(TRANSFORMASI NILAI DAN SOSIAT) 


XIX” CONST,STATE ---" HUKUM 
MODE 


XVIII 


CITY STATES 
Xv STANDE STAAT 


VIII-XVFEODALISME  -— ——-  FEODAL 
SYSTEM OF 


RULES | 
MASYARA £ T (SOSIAL - HUKUM INDONESI 
Pp OL P eamnnya “an Pa A 


— PERKEMBANGAN MASYARAKAT 
DAN HUKUMNYA DI EROPA 
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— Keterangan: i 

1. FEODALISME muncul sebagai jawaban atas kekacauan yang 
timbul karena: 

a. Runtuhnya kerajaan Romawi sebagai pusat pemerin- 
tahan, administrasi dari kekuasaan-kekuasaan lokal. 

b. Perpindahan penduduk secara besar-besaran 

c. ' Pindahnya jalur-jalur perdagangan 

Feodalisme adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan 

pada hubungan khusus antara yg dipertuan (patron) dengan 

abdinya (client). Ruang lingkup kekuasaan amat sempit, ter- 

pecah-pecah. Muncul masalah ketertiban (masalah anarkhi) 

2.  Standestaat merupakan perkembangan dari feodalisme. 
Feodalisme juga melahirkan kelas bangsawan yang ke- 
mudian berubah menjadi STANDE (ESTATE), suatu kelas 
yang anggota-anggotanya sederajat, status sama. Bila pada 
masyarakat feodalisme yang berhadapan adalah patron 
(patron) dan klien (client), maka pada masyarakat ini yang 
berhadapan adalah antara Stande dan penguasa, yang 
membentuk Standestaat. 

3. Perkembangan menarik terjadi karena unsur penguasa (sbg 
bagian Standestaat) semakin kuat. Bila sebelumnya terjadi 
interaksi yang seimbang antara unsure stande dan penguasa, 
sekarang penguasa bisa menentukan secara sepihak apa 
yang dikehendakinya. Muncullah babak baru dalam sistem 
pengorganisasian masyarakat, yaitu Absolutisme. 

4. Munculnya masyarakat sipil (Civil Society) berhubungan erat 
dengan munculnya kelas borjuis dalam sistem peraturan yang 
absolut. Kelas ini terdiri dari para usahawan kapitalis dan 
menginginkan identitas tersendiri. Aspek kompetitif sangat 
diutamakan sehingga kelas ini ingin bebas dari kekuasaan 
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